SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 22
TAHUN 2012 TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI RUMAH

Menimbang :

TIDAK LAYAK HUNI DI PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

a. bahwa dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 22

Tahun 2012 tentang Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi
Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Sumatera Utara
mekanisme pelaksanaan pekerjaan fisik kegiatan rehabilitasi
rumah tidak layak huni dikerjasamakan dengan TNI KODAM
I/Bukit Barisan;

. bahwa kegiatan RTLH diubah menjadi mekanisme padat karya

dengan mengutamakan masyarakat sehingga pengadaan
material bangunan harus berdasarkan ketentuan tentang
pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga Peraturan

Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dicabut;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Sumatera
Utara Nomor 22 Tahun 2012 tentang  Kegiatan
Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di

Provinsi Sumatera Utara;



Mengingat

. 1.

2.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4385);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Sumatera
Utara Nomor 32);

Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah
Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2018 Nomor 6);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 22 TAHUN 2012
TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI DI PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2012
tentang Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak
Huni di Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2012 Nomor 22), dicabut dan tidak

berlaku.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 27 April 2018

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Salinan Sesuai\Den Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM, el

TENGKU ERRY NURADI

Pembina Ut Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

Diundangkan di Medan
pada tanggal 7 Mei 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,
ttd
IBNU SRI HUTOMO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 13



